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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan penulisan yang penulis bahas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya kasus obat mengandung bahan berbahaya maka dalam hal 

ini masyarakat yang mengkonsumsi obat tersebut yang disebut dengan 

konsumen. Hal ini perlindungan konsumen sangat penting untuk 

melindungi hak-hak konsumen akibat dari pelaku usaha. undang-undang 

perlindungan konsumen No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 

Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi 

konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan 

dan melindungi kepentingan konsumen serta membuat pelaku usaha lebih 

bertanggung jawab. 

Dalam hal ini perlunya perlindungan hukum untuk konsumen yaitu 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan 

hukum yang diberikan pemerintah ada dua yaitu perlindungan hukum 

preventif dan perlindungan hukum represif. perlindungan hukum yang 

digunakan obat-obat an mengandung bahan berbahaya yaitu dengan 

perlindungan hukum represif karena sudah terjadi adanya sengketa dan 
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bahwa produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan 

standar maka yang harus dilakukan yaitu tindakan terhadap produk 

tersebut. Dengan dilakukan tindakan berupa pembekuan produk 

tersebut,yaitu bisa beredar kembali jika produk tersebut sudah melengkapi 

syarat administrasi sesuai dengan yang di syaratkan. 

2. Konsumen merasa dirugikan karena produk yang di konsumsinya tidak 

sesuai dengan informasi yang diterimanya, pelaku usaha seharusnya 

memperhatikan hal tersebut dan memberikan pertanggung jawabannya 

dengan baik selaku pelaku usaha pemilik produk tersebut. 

Diperlunya penyelesaian sengketa Dalam sengketa hukum pada umumnya, 

harus dilakukannya sengketa konsumen harus segera diselesaikan sehingga 

mendapatkan hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha masing-

masing pihak mendapatkan hak-haknya. Penyelesaian sengketa terdapat 

dua jalur yang pertama melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar 

peradilan dan yang kedua penyelesaian sengketa konsumen di peradilan 

umum. Dalam hal ini upaya hukum dilakukan oleh konsumen obat-obatan 

mengandung bahan berbahaya dan pelaku usaha lebih memilih 

menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan 

cara mediasi, karena selain waktunya singkat biaya yang murah. Dengan 

adanya mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa antara kedua 

belah pihak yang menentukan mereka sendiri yang membuat keputusan 

atas sengketa. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan dari masalah diatas, maka saran sebagai berikut: 

1. Mempertegas aturan-aturan perlindungan konsumen dalam menindak 

lanjuti pelaku usaha yang terbukti telah melakukan pelanggaran dengan 

membuat obat mengandung bahan berbahaya dan konsumen sangat 

dirugikan. 

2. Untuk lebih memperhatikan dan mematuhi aturan-aturan yang ada agar 

pelaku usaha dan konsumen tidak ada yang dirugikan 

3. Lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk yang beredar. 
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